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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho 

serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul “Rencana Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup" di Kabupaten Karanganyar ini dapat diselesaikan. Penyusunan 

Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Karanganyar.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari 

bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih 

lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan 

penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah 

Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten 

Karanganyar dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya

Karanganyar,

Tim penyusun Naskah Akademik Rencana 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya yaitu pemerintah kabupaten wajib menyusun 

dokumen-dokumen lingkungan hidup. Posisi dokumen RPPLH berada pada tahapan 

perencanaan. Dokumen RPPLH meliputi inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan ekoregion 

sebagai basis data pada tahap pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan serta pengawasan dan 

penegakan hukum. RPPLH merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan daerah 

Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih 

umum dan lintas sektoral. RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam 

RPJPD dan RPJMD agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH 

menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah 

yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan setiap instansi yang ada.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan memperhatikan 

amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengenai RPPLH, maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun 

rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam 

Peraturan Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota sesuai dengan 

kewenangannya.

Sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Karanganyar hendaknya dapat 

dimanfaatkan secara optimal dengan menjaga kelestarian dan kesinambungannya. Tekanan tata 

guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana yang dihadapi Kabupaten Karanganyar 

dalam perkembangan pembangunan sebaiknya dimitigasi sebaik mungkin melalui perencanaan 

yang baik. Membahas berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Karanganyar tersebut 

menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
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Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi 

pemerintah Kabupaten Karanganyar dal3m melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan 

hidup dalam kurun waktu 30 tahun (2023-2053) diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan 

dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Undang- 

Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion 

merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6) 

dan menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam (pasal 8). 

Selanjutnya disebutkan bahwa ekoregion adalah sebagai salah satu dasar dalam penyusunan 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan kewajiban 

dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai 

Pemerintahan Kabupaten dan Kota (pasal 9).

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan 

dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah, selanjutnya penyusunan Rancangan Peratuan 

Daerah ini adalah tindak lanjut dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 170/13 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 

2023 dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemrakarsanya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah terkait 

dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar tentang Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Berdasarkan pada identifikasi 

masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1) Permasalahan apa yarig dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH)

2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, 

yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut
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3) Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)?

4) Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 

pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar tentang Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang 

komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial-kemasyarakatan 

maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi 

harmonisasi dan sinkronisasi mengenai subtansi aturan tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan 

hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk 

mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dan 

penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan

bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut

b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan 

Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum 

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat

c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan 

arah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
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Karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping tetap 

memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah 

Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan 

fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian 

dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik rancangan peraturan daerah ini. 

Sedangkan da'am pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode Focus 

Group Discussion (FGD) dan public hearing.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang dionentasikan 

untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan peraturan daerah yang akan 

dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif 

dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan 

Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur 

sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus 

dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma 

sosial yang bukan norma hukum;

2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan

3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem 

yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, 

baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat 

konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

a. Lex superior derogat legi inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan

undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;

b. Lex specialis derogat legi generali: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya 

dari pada undang- undang yang umum;
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c. Lex posterior derogat legi priori atau /ex posterior derogat legi anteriori: Undang-undang 

yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana 

perundang-undangan yang mengatur Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui 

studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, 

putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan 

referensi lainnya yang juga dilengkapi dengan wawancara (in-depth interview), jika dibutuhkan, 

dan Focus Gorup Discussion (FGD).

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam rangka menggali informasi yang akurat tentang berbagai hal terkait isu yang dibahas perlu 

dilakukan penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat dimana data 

primer didapatkan, yaitu wiiayah aktivitas pengambil kebijakan (policy maker) dan tempat dimana 

didapatkan data sekunder serupa dokumen dan bahan terkait yang dapat diakses. Dengan 

demikian penelitian dilakukan dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Karanganyar.

3. Penentuan Target Informan

Informan untuk wawancara dan FGD dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil 

kebijakan dan pihak yang terkait (stakeholder). Untuk itu wawancara secara mendalam (depth 

interview) maupun FGD ditentukan pada:

a. DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai Legislatif;

b. Perangkat Daerah Perencanaan dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Lingkungan 

Hidup sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

c. Representasi stakeholders yang meliputi anggota masyarakat secara umum;

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup 

dari berbagai sumber. Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama 

maupun data pendukung untuk analisis sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data 

adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat dipennci sebagai berikut:

a. Data Primer
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Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh informan melalui wawancara (in- depth 

interview) maupun Focus Gorup Discussion (FGD). Data primer ini dapat berwujud data kualitatif 

maupun kuantitatif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini 

dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam 

kajian ini merupakan kajian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum.

5. Metode Pencakupan Data

a. Pencakupan Data Primer

Wawancara (in-depth interview) dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dan 

informan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dalam penelitian. Untuk mempermudah proses 

diskusi peneliti dibekali dengan pedoman wawancara (interview guide). Wawancara mendalam 

memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya memilih isu yang lebih kompleks, sehingga 

jawaban informan dapat diklarifikasikan, jalannya wawancara menjadi lebih santai dan dapat 

mencakup informasi-informasi yang sensitif.

Wawancara mendalam mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam upaya penggalian 

data personal. Data personal yang berwujud catatan hasil wawancara dan perekaman dengan 

recorder akan sangat bermanfaat untuk pengkayaan data. Hasil dari wawancara ini dilaporkan 

dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang- 

undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting. Sumber hukum terdiri atas empat 

(4) yaitu; undang-undang, jurisprudensi, konvensi/traktat dan kebiasaan hukum. Bahan Hukum 

dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan 

langsung dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih 

lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen 

tertulis yang berkaitan dengan penelitian dalam buku, artikel, jumal, internet, notulensi, 

kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta 

wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.
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3. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum 

(.black's law dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan 

ensiklopedia.

6. Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-infomasi 

yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Kegiatan 

pencakupan data secara kualiatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif 

dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan perekam. 

Perekaman data dengan perekam tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung 

dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah 

pengorganisasian data dan analisis.

Tahap pertama dari pengorganisasian data adalah menyortir data mana yang relevan 

dengan topik dan mana yang tidak. Ini dilakukan karena tidak dapat dipungkiri adanya banyak 

informasi diluar petunjuk wawancara {interview guideline) saat dilakukannya wawancara maupun 

informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Dalam melakukan wawancara peneliti 

berupaya untuk bersikap pasif (lebih banyak mendengarkan) dan hanya mengajukan pertanyaan 

secara umum tanpa mengarahkan pertanyaan untuk satu kesimpulan. Sehingga pada akhirnya 

diperoleh data yang benar-benar subjektif dari perspektif informan yang diwawancarai tersebut.

Dalam mendukung wawancara dibuat buku catatan atau kartu pencatat dalam upaya 

membuat data menjadi lebih sederhana dan sistimatis. Sedangkan bahan kepustakaan disalin 

dan dibuat maping regulasi. Harapannya, metode ini akan mempermudah mencari hubungan logis 

dan memberi arah dalam pengelompokan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam ha! diperlukan penafsiran untuk menganalisis data-data yang terkumpul, maka akan 

dilakukan beberapa penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian. Penafsiran 

tersebut antara lain:

a. Penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi 

ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang 

berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, 

dengan kata lain arti kata dalam pemakaiaan sehari-hari;

b. Penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang 

berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undang- undang itu atau dengan 

undang-undang lainnya;

c. Penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan 

undang- undang itu dalam gejala atau untuk masyarakat.
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Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode 

menganalisis menurut isi (content analysis). Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan 

dalam menganalisis. Yang pertama adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang 

khusus menuju ke hal yang umum. Kedua, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya 

dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus Terakhir adalah 

cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada.

Pada proses penampilan data (process of displaying data), informasi-informasi logis dan 

sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan melalui petikan-petikan 

narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (content analysis)

2. FGD dan Public Hearing

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan 

persoalan- persoalan krusial dalam penyusunan raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar, sehingga memperoleh kesepahaman diantara 

stakeholders yang kepentingannya terkait dengan subtansi pengaturan.

Sedangkan public hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari 

masyarakat dengan mendengarkan pendapat- pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan 

memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi 

publik dengan para pihak terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara 

hukum. Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum 

menggunakan teori hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang 

berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya 

(lex superior derogate legi inferior). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam UU No 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki 

hukum yang dianut sebagai berikut:

• Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

• Peraturan Pemerintah;

• Peraturan Presiden;

• Peraturan Daerah Provinsi; dan

• Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Secara umum peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain:

a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan 

sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Sehubungan itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi;

c. Sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalulr 

aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

d. Sebagai instrumen/ alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

daerah.

2. Otonomi Daerah
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Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal 

kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah 

dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah 

pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemenntahan di 

daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia 

pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina 

kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan 

kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, 

kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan 

daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

pelayanan publik {public Service) dan memajukan perekonomian daerah.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat (public particion) pemerintah dan keadilan (equity and equality) serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, 

diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan 

pembangunan daerah.

3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah 

yang /ebrh baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah 

negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan 

ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan 

memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk 

pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu 

negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah development. 

modemization, westemization. empowering, industrialization, economic growth , europanization, 

bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan termpolitical change Identifikasi 

pembangunan dengan beberapa istilah tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang
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multi-interpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa istilah lain 

yang berlainan arti. Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian 

upaya atau langkah untuk mtsmajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan 

konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad 

sebelum teori- teori pembangunan muncui. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun 

praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan 

jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari 

hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup 

di masyarakat setempat sebagai beriku t:

—  Growth model development concept, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan 

Per Kapita.

—  Economic growth and social change model development concept, yang menyatakan 

bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar 

tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi.

—  Ethical value model of development concept, yang menyatakan bahwa disampmg 

penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya 

masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam 

kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan 

analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisipliner, seperti GIS, 

standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain Untuk tercapainya keunggulan kompetitif 

suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi 

geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan 

softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, 

dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (environment 

conservatory awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan 

dalam perspektif global dan lokal.

Pengandaian hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (resource 

based development) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. 

Karena itu knowledge based industry dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan hak cipta
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(Intellectual Property Rights) harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap 

survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal 

masyarakat.

4. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Teori pembangunan seimbang (balanced growth) teori ini mengharuskan adanya 

pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industh, sektor 

pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan 

seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi 

permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling 

berkaitan dan berfungsi menekankan penawaram barang sedangkan di sisi penawaran akan 

berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan 

pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.

Maksud pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses 

pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas- 

fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.

2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksikan dengan 

melihat hambatan-hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan 

sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi 

sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan- 

hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan 

dengan keadaan pembangunan seimbang, didalam pembangunan tidak seimbang pembangunan 

akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan 

kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan 

ketidakstabilan dalam perekonomian.

Teori seimbang menurut Rosenstein-Rodan dan Nurkse merupakan orang pertama yang 

membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukan oleh 

Rosenstein-Rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di 

Eropa Selatan dan tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Kedua 

orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah-daerah yang masih 

berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih 

merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah berkembang agar lebih cepat 

daripada di daerah yang kaya.

Tetapi lain halnya dengan pendapat Nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini,
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dalam teori ini Nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami 

kesukaran didalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan tetapi juga dalam mendapatkan 

pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan.

Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli 

masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan 

riil masyarakat. Rendahnya pendapatan riil dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara 

yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang telah di produksi 

tadi. Dan apabila rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang 

dihasilkan sektor produksi akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para 

investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya.

Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis, menurut Scitovsky ada 2 konsep 

eksternalisasi ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam 

eksernalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut. Menurut Scitovsky, eksternalisasi dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (equilibrium theory) 

dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi 

konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada 

suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai 

industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan {pecunary 

extemal economics) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang 

disebabkan oieh tindakan-tindakan perusahaan lain. Sementara itu menurut Lewis sendiri 

pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya 

saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan 

pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Lewis juga mengemukakan akan timbul 

banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja Tanpa 

adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya 

ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses 

pembangunan akan terhambat

5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang 

ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan 

masalah lingkungan (UN Coference on the Human Environment.UNCHE) Konferensi yang 

diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PPB) ini berlangung dari tanggal 5 s.d. 12 jum 

1972. Akhirnya tanggal 5 juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987
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terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengari Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan (World Commission on Environment and Developmenf) yang kemudian lahir 

konsep sustainable developmenf, kemudian majelis umum PPB memutuskan untuk 

menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan 

pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja 

sama itu antara lain dapat dilihat melalui “tripartite Agreement” dan Deklarasi Manila. Setelah 

Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingensy 

Plan. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan). Sasaran utama 

dari Rencana Aksi ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan 

kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa 

mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan - kebijakan resmi 

negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat 

untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan. Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi 

tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya 

dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup Itu juga 

sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 

1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu 

kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978- 1983. 

Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil 

meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam 

bentuk undang - undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal 

dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 

sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang 

dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik bensikan 

ketentuan - ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah 

lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang- undangan klasik tidak 

mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah- masalah lingkungan secara efektif, 

sedangkan rezim hukum lingkungan modem yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan 

pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam
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konteks hukum lingkungan modem di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum 

yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan- 

ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. 

Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan 

pengelolaan lingkungan hidup.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab 

Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusialndonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan 

hidup

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan 

tindak melindungi dan membina lingkungan hidup

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan

d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup

e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana

f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau 

kegiatan di fuar wi/ayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan 

pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk di dalamnya 

meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan- 

tindakannya,baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi 

Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan
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hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan 

kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan- peraturan hukum yang berlaku.

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber 

daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

a. Inventarisasi

b. Evaluasi

c. Perencanaan

d. Pengelolaan

e. Pemantauan

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik 

meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan 

asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki 

oleh tuiuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tohun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas 

yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. 

Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya 

dapat dikemukakan dalam tabel berikut.
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Tabel 1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat 

Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU 12/2011 Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011

Dalam membentuk Peraturan 

Perundang- undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan 

Perundangundangan yang baik, yang 

meliputi:

'

a. kejelasan tujuan bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (PPu) harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai

b. kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat

bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh 

embaga negara atau pejabat Pembentuk PPu 

yang berwenang. PPu tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang 

tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, 

dan materi muatan

bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar- 

benar memperhatikanmateri muatan yang 

tepat sesuai denganjenis dan hierarki 

PPu.

d. dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan PPu harus 

memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di 

dalam masyarakat, baik secara filosofis,i 

sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaa bahwa setiap PPu dibuat karena memang 

Denar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat] 

berbangsa, dan bernegara.
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f. kejelasan rumusan bahwa setiap PPu harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan PPu, 

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah 

dimengerti sehingga tidak 

menimbulkanberbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaannya.

g- Keterbukaan bahwa dalam Pembentukan PPu mulai darij 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan PPu.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang bersifat materiil 

berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.
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Tabel 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat 

Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011 PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011

. . . . . . . . . . . . . .  —  -- - - - - - - - - i

Ayat (1)

Materi muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus 

mencerminkan asas:

a Pengayoman bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang^ 

undangan (PPu) harus berfungsi memberikan 

pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b Kemanusiaan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan 

pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta 

harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 

Indonesia secara proporsional.

J

c Kebangsaan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat 

dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap 

menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

d Kekeluargaan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkar» 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan.

e Kenusantaraan bahwa setiap Materi Muatan PPu senantias^ 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 

Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagiar» 

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
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f. Bhinneka Tunggal Ika bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 

khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g Keadilan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h Kesamaan Kedudukan 

dalam Hukum dan 

Pemerintahan

3ahwa setiap Materi Muatan PPu tidak boleh memuat ha| 

yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status 

sosial.

Ketertiban dan Kepastian

Hukum

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus dapat mewujudkan! 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

hukum,

Keseimbangan, 

Keserasian, dan 

Keselarasan

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan! 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentinganindividu, masyarakat dan kepentingan bangsa 

dan negara,

!

Ayat (2) PPu 

tertentu dapat berisi asas lain 

sesuai dengan bidang hukum 

Peraturan Perundang-undangan 

yang bersangkutan

antara lain:

'

a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada 

hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, 

dan asas praduga tak bersalah;

b dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, 

antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan 

tikad baik.

Asas-asas ini menjadi dasai" dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas 

ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 

(tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif 

dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kabupaten
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Karanganyar.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar 

dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah

asas tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini 

mupun generasi masa depan.

2. Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.

3. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 

yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

b. kelestarian dan keberlanjutan

asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan 

upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. keserasian dan keseimbangan

asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus 

memperhatikan berbagaiaspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan 

perlindunganserta pelestarian ekosistem

d. keterpaduan

asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. manfaat;

asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 

disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. kehati-hatian;

asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau 

kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan 

alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terbadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. keadilan;

asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas
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generasi, maupun lintas gender.

h. ekoregion;

asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat 

setempat, dan kearifan lokal.

i. keanekaragaman hayati;

asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan 

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber 

daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan 

membentuk ekosistem.

j. pencemar membayar;

asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau 

kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung 

biaya pemulihan lingkungan.

k. partisipatif;

asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam 

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. kearifan lokal;

asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan nilai- nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. tata kelola pemerintahan yang baik;

asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. otonomi daerah.

asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas 

dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk menciptakan pembangunan dan 

perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten
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Karanganyar, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang 

Dihadapi Masyarakat.

1. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Karanganyar terletak di Provinsi Jawa Tengah 

dengan batas-batas wilayah:

• Sebelah Utara: Kabupaten Sragen

• Sebelah Timur: Kabi paten Magetan dan Ngawi, Provinsi Jawa Timur

• Sebelah Selatan: Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo

• Sebelah Barat: Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta.

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378, 64 Ha atau 2,36% dan total luas 

wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.280.069 Ha) dan 0,04% dari total luas Indonesia (190.500.000 

Ha). Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 

15 kelurahan dan 162 desa, 976 dusun, 1.958 rukun warga dan 6.465 rukun tetangga Jumlah 

dusun, rukun warga, dan rukun tetangga mengalami penurunan yang mana pada tahun 2021 

Kabupaten Karanganyar memiliki 1039 dusun, 1944 rukun warga dan 6508 rukun tetangga. 

Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan kecamatan terbesar dengan 

luas wilayah mencapai 7.003,16 Ha. Kecamatan dengan luasan tersempit berada di Colomadu 

yang menjadi wilayah membentuk kantung diapit oleh beberapa kabupaten/kota di Solo Raya 

dengan luasan 1.564,17 Ha.

Daerah aliran sungai yang melewati Kabupaten Karanganyar adalah DAS Bengawan Solo 

dengan terdapat 6 Sub DAS yang melingkupi wilayah administratifnya yaitu: Sub DAS Keduang 

Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan dan Sub 

DAS Pepe. Menilik kondisi geografis tersebut maka Kabupaten Karanganyar akan menghadapi 

beberapa permasalahan terkait isu-isu strategis lingkungan hidup antara lain meliputi: isu bencana 

alam pada daerah perbukitan yang berpotensi rawan longsor, alih fungsi lahan, krisis 

air/kekeringan pada musim kemarau; penurunan kualitas air akibat aktivitas antropegenik, 

perijinan lokasi kegiatan dan pembangunan kawasan; isu perkotaan berupa kawasan kumuh 

permukiman dan sanitasi, pengelolaan limbah domestik maupun industri serta permasalahan 

persampahan. Berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Karanganyar tersebut 

menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
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Sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis 

yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemehntah daerah diwajibkan 

mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestanan lingkungan 

sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. 

Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang 

cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umunya pembangunan sebagai upaya sadar 

dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan 

tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya 

alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit 

dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat 

mengembalikan kondisi lingkugan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan 

wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan 

lintas sektoral. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar 

pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH 

menjacii bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan 

yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai 

upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit 

mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memilki posisi yang sangat strategis 

kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3.
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U U U 7 W UU JV29&4

D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan 

Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah 

tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik

terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan 

daerah.

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai 

tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang 

dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, 

budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif 

merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas 

kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu 

sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan 

akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 

Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan 

dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 

berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian 

lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan 

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimilki, namun tetap memperhatikan
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kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan 

berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial 

terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi 

berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan 

dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umunya pembangunan sebagai upaya sadar dalam 

memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan 

tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya 

alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit 

dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat 

mengembalikan kondisi lingkugan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan 

wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan 

lintas sektoral.

RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan 

pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi 

bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada 

akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD). Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena 

memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini 

cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH 

memilki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah 

khususnya untuk memitigasi isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar:
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- 

undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan 

Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dah 

Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, 

harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan 

Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasi kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang 

memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan 

Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dan Peraturan 

Perundang-undangan yang aua, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan 

dinyatakan tidak beriaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Peraturan Daerah 

sebagaimana Peraturan Perundang- undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan 

kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam 

PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah- kaidahnya, kebakuan 

susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang- 

undangan. Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan 

daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses 

yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan 

Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang- 

undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horizontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kabupaten
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Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat 

menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada 

serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi 

bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang akan dibentuk.

A.TINJAUAN TERHADAP KEW ENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  

BERSIFAT ATRIBUTIF

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan 

dalam peraturan perundang- undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang- 

undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang 

pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 

1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan 

tersebut merekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan 

Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, 

dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan 

Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di tingkat daerah yaitu 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan”. Dalam kaitan ir i maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atnbutif 

kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kabupaten 

Karanganyar, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program 

Pemerintah terkait Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama 

pembangunan berwawasan lingkungan.

b. Undang -  Undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -  Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

c. Undang -  Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 

1999 nomor 165).

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan
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meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang 

berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga 

negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus 

dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (duty bearers) mempunyai kewajiban 

untuk menghormati (to respect), melindungi (to protecf) dan memenuhi (to fulfif) hak atas tempat 

tinggal dan kehidupan yang layak tersebut

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk 

memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di 

dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, 

lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan 

kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling 

mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari 

pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak 

lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak 

yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi 

Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) 

disebutkan

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih 

dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan 

usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang 

tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan 

tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga penstiwa alam mengakibatkan 

terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang 

sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan 

manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena 

itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup 

sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak sela'u menjadi korban orang-orang 

yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. 

Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat,hak tersebut dapat disebut sebagai 

fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia Hak terhadap
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lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan 

Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu

Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang menyebutkan :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf 

kehidupannya.

2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa 

hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi 

semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional 

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan 

Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya 

buatan dengan memper- hatikan sumber daya manusia; dan

3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pence-gahan dampak negatif terhadap 

lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyeleng- garaan penataan ruang sebagai mana 

diatur dalam Undang- Undang ini, meliputi:

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan mang wilayah 

kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan penataan mang kawasan strategis kabupaten/kota.

d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 

dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada.

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata mang wilayah provinsi.

b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan mang.

c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah

Rencana tata mang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
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Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial 

negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang- Undang, 

rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten,

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebaiknya agar mencantumkan bunyi Pasal 12 yang 

menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah. Undang- undang ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar susunan dan tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang diangkat 

oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi 

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan 

pembangun yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut 

pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi 

warganya. Tujuan ini sebagaimana amanat pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala 

daerahnya wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan dan rancangan Perda tentang RPPPLH kepada DPRD untuk dibahas 

bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan 

bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan 

pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. 

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah 

diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementenan atau 

lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan 

sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
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Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai 

Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan 

pemanfaatan lahan.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang, sebaiknya agar mencantumkan bunyi Pasal 12 yang menyatakan 

bahwa lingkungan hidup merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar;

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

B.TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG BERSIFAT DELEGASI

Selain Pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk Pelimpahan kewenangan lain 

yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah Pelimpahan yang secara eksplisit 

dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat 

yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus 

materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk 

tersebut.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, 

pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan 

dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan batas kewenangan yang diberikan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah 

berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan 

hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara 

Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban
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untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan 

penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Indonesia juga berada pada 

posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya 

produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta 

penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya 

keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, 

sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat 

Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas 

lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan 

hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab 

negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus 

dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip 

kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap 

kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu 

sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan 

hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus 

dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan 

pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian 

lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 

rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi 

kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS 

menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, 

dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan 

segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dan 

pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai
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dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup 

yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal 

dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun 

dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal 

juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki 

sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dala m rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan 

dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif 

berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 

dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, 

tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan 

pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, 

hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi 

lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan 

menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan 

tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan 

generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman 

minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, 

keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan 

hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan 

penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan 

hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku 

bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, 

emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur. 1.keutuhan unsur-unsur pengelolaan 

lingkungan hidup; 2.kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 3.penguatan pada upaya 

pengendalian lingkungan hidup; 4.penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument: kajian lingkungan hidup strategis, tata 

ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya
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pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen 

ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran 

berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai 

instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan 

dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka 

menengah (RPJM).Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai 

Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan 

pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih 

mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang 

kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan 

hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan 

yang akan dicakup, yaitu;

1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

3. pengendalian,pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada 

Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam 

dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai nilai moral atau etika 

yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik(Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman 

mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) 

dimasukkan dalam pengertian yang disebut rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum. 

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan 

di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup nilai-nilai 

religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

a. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat 

kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;

b. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana 

terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;

c. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan 

Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan

d. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau 

norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika 

dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai 

Weltanschauung, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum 

kesejahteraan (welfare State), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata- mata hanya 

mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan 

masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut 

kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut 

hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm), dan 

berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan 

ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional 

kita yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta 

berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti
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bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk 

sebesar- besarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Nergara Republik 

Indonesia Tahun 1945).

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kekayaan alam yang ada di Kabupaten Karanganyar perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya 

dengan menjaga kelestariannya. Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan 

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan 

pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

tinggi, merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan Tingkat 

pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, 

sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah 

didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan 

mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan 

institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum 

termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Pumadi Purbacaraka adalah sebagai 

berikut:

a. Teori kekuasaan (machttbeorie) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan 

penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

b. Teori pengakuan (annerkennungstbeorie) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan 

penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
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sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Untuk mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan 

berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan

kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, 

keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan 

keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan serta keselamatan, 

keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembanguna lingkungan hidup di Kabupaten 

Karanganyar dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan 

bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan 

ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan 

berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan

kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, 

keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan 

keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, 

keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembagunan perlu dikelola 

secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan 

seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap 

permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. 

Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata mang fisik, kehidupan ekonomi, 

dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat 

demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum 

untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. 

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara 

lain sebagai berikut:

a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang- 

undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu 

dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya 

undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig);
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b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang- undangan dengan maten muatan 

yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk 

membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;

c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan 

suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah 

ditentukan;

d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang- 

undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm 

(norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dengan peraturan daerah.Kerangka Hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPPLH ini 

adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan. 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Pengelolaan Sumberdaya Air;

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
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ARAH JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya 

akan dijabarkan tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan 

daerah yang akan diwujudkan.

Pengaturan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan 

disusun, perlu dituangkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya di dalam 

produk hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

memberikan kepastian hukum, untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan- 

permasalahan terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Regulasi mengenai Lingkungan Hidup mengalami perkembangan. Kabupaten 

Karanganyar saat ini telah memiliki peraturan daerah mengenai Lingkungan Hidup, yakni 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam perkembangannya terkini. saat ini terdapat regulasi 

terbaru mengenai Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja beserta peraturan turunannya. Maka peraturan sebelumnya yang dimiliki Kabupaten 

Karanganyar semestinya harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan terbaru dari pusat. 

Dengan demikian sasaran utama dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak lain adalah 

melakukan penyesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga muncul 

rancangan Peraturan Daerah yang baru sebagaimana terlampir dalam Naskah Akademik ini.

B. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dan disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai 

berikut:

BAB V
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BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengaturan mengenai batasan pengertian dan definisi; dan/atau singkatan akronim yang 

dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi.

BAB II : JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Memuat Jangka Waktu dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yaitu RPPLH berlaku 30 (tiga puluh) tahun. RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna 

RPPLH. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

BAB III : MATERI MUATAN RPPLH

(1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion.

(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPPLH Provinsi.

(3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :

a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

b. sebaran penduduk;

c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;

d. kearifan lokal;

e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

(4) RPPLH memuat rencana :

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya 

alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.

(6) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :

a. arahan kebijakan;

b. strategi implementasi; dan

c. indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan.

BAB IV : SISTEMATIKA RPPLH
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a. BAB I Pendahuluan;

b. BAB II Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;

c. BAB III Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan

d. BAB IV Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB V : PELAKSANAAN, KOORDINASI, DAN KERJASAMA

Memuat Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH. Pelaksanaan RPPLH 

dituangkan dalam rencana kerja dan program. Dalam melaksanakan RPPLH, Pemennlah Daerah 

dapat melakukan kerja sama dengan;

a. Pemerintah Provinsi:

b. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau

c. pihak lainnya.

Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat 

menjalin sinergitas dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan RPPLH sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

BAB VI : MONITORING DAN PELAPORAN

Memuat monitoring pelaksanaan RPPLH oleh OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan 

hidup. Hasil monitorinh dilaporkan ke Bupati. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring 

sebagaimana dimaksud kepada Gubernur.

BAB Vil : PERAN SERTA MASYARAKAT

Memuat hak dan kesempatan masyarakat untuk berperan dalam RPPLH baik secara perorangan 

maupun kelompok. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam bentuk.

a. pengawasan sosial;

b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan:

c. pendampingan tenaga ahli;

d. bantuan teknis; dan

e. penyampaian informasi dan/atau pelaooran.

BAB VII : PENDANAAN

Memuat sumber pendanaan pelaksanaan RPPLH
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Memuat pengaturan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan 

peraturan perundang-undangan, nama singkat peraturan perundang-undangan, status peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
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BAB VI 
PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi 

dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berwenang untuk mengatur 

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi.

2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar 

perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak.kewajiban dan tanggung 

jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 

(tiga puluhjtahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di 

Kabupaten Karanganyar.

3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya 

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk 

dibentuk Peraturan daerah.

4. Arah dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar yaitu susunan fungsi, 

kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan 

dalam mendorong pemerintah Kabupaten Karanganyar mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman 

materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten 

Karanganyar tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini 

adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.
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B. SARAN

Dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. agar segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan konsep draft Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 

tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik

ini;

2. perlu adanya konsultasi publik/Foo/s Group Discussion untuk mendapatkan masukan dari 

Perangkat Daerah terkait untuk penyempurnaan draft Rancangan Peraturan Daerah; dan

3. agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang telah disusun (terlampir) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerahnya, agar segera dikaji bersama Bagian Hukum untuk kemudian diajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.
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